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I PERENCANAAN 

1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH

Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda pendukung operasional layanan perhubungan 100% 25% 25% 25% 25%

Perencanaan, penganggaran dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Persentase Ketersedian Dokumen Perencanaan, 

Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja 100% 25% 25% 25% 25%

Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah melakukan persiapan kegiatan, koordinasi dengan bappeda, 
menyiapkan bahan narasumber dan undangan, pelaksanaaan 
kegiatan, evaluasi dan menyusun laporan untuk diinput RKPD 
online

3 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen sekretariat

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan HasilKoordinasi 
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD

mengumpulkan data dari bidang dan UPT, menyusun 
pelaporan keuangan dan capaian kinerja, evaluasi kegiatan

17 Laporan sekretariat

Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah

Persentase Adm Keuangan Tepat Waktu pengelolaan keuangan 100% 25% 25% 25% 25%

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan 
ASN

belanja gaji pegawai ASN 109 

Orang/bulan

109 

Orang/bulan

109 

Orang/bulan

109 

Orang/bulan

109 

Orang/bulan

sekretariat

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran 
SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 
Semesteran SKPD dan Laporan 
KoordinasiPenyusunan Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

mengumpulkan data dari bidang dan UPT, menyusun 
pelaporan keuangan dan capaian kinerja, evaluasi kegiatan

7 Laporan 2 Laporan 3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan sekretariat

Administrasi Kepegawaian Perangkat 

Daerah

Persentase Pemenuhan Pengurusan 
Administrasi Kepegawaian

pengelolaan kepegawaian 100% 100%

Pengadaan Pakaian Dinas beserta 
Atribut Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 
Kelengkapan

persiapan kegiatan, koordinasi dengan BLP, pelaksanaan 
pengadaan, pengukuran baju PDH, pembagian kepegawaian, 
pencairan, pelaporan dan evaluasi kegiatan

1 Paket 1 Paket sekretariat

Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Tepat Waktu penunjang layanan perhubungan 100% 25% 25% 25% 25%

Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 
Disediakan

belanja alat instalasi listrik 1 Paket 1 Paket 1 Paket sekretariat

Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor 
yang Disediakan

survey harga, koordinasi dengan penyedia barang, belanja AC 
, PC All in One, Printer, Memory Card, Tinta Printer, dll

2 Paket 1 Paket 1 Paket sekretariat

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 
Disediakan

belanja peralatan rumah tangga 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket sekretariat

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan belanja makan dan minum untuk rapat dan tamu 3 Paket 3 Paket 3 Paket 3 Paket 3 Paket sekretariat

Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 
Disediakan

belanja barang cetakan dan penggandaan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket sekretariat

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi SKPD

melakukan rapat koordinasi dan perjalanan dinas 12 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan sekretariat

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah

Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan 
pemerintahan daerah

penunjang layanan perhubungan 100% 25% 25% 25% 25%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

pembayaran rekening listrik, air dan jasa komunikasi 12 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan sekretariat

Rencana Aksi Waktu Pelaksanaan Unit Kerja

RENCANA AKSI DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025 (GENERIK)

NO
Urusan/Program/Kegiatan/ Sub 

Kegiatan
Indikator Kinerja Target  Target TriwulanTARGET

INDIKATOR 

SASARAN RPJMD

SASARAN STRATEGIS 

RPJMD

CAPAIAN 

TRIWULAN

Nilai SAKIPMeningkatkan 

Kapasitas dan 

Pengendalian Internal

71,5 (BB)
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Rencana Aksi Waktu Pelaksanaan Unit KerjaNO
Urusan/Program/Kegiatan/ Sub 

Kegiatan
Indikator Kinerja Target  Target TriwulanTARGET

INDIKATOR 

SASARAN RPJMD

SASARAN STRATEGIS 

RPJMD

CAPAIAN 

TRIWULAN

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 
Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 
Kantor yang Disediakan

pembayaran jasa kebersihan dan keamanan 12 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan sekretariat

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah

persentase barang milik daerah kondisi baik pemeliharaan rutin aset dinas 100% 25% 25% 25% 25%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajaknya

pengecekan kondisi kendaraan, membuat rencana 
pemeliharaan, pelaksanaan pemeliharaan kendaraan, 
pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan, serta evaluasi dan 
pelaporan pemeliharaan

33 Unit 10 unit 6 unit 6 unit 7 unit sekretariat

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 
Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 
dipelihara/direhabilitasi

pengecekan kondisi gedung kantor/bangunan lainnya, 
membuat rencana pemeliharaan, pelaksanaan pemeliharaan, 
serta evaluasi dan pelaporan pemeliharaan

3 Unit 3 Unit sekretariat

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pengecekan kondisi PC/laptop/Printer, membuat rencana 
pemeliharaan, pelaksanaan pemeliharaan, serta evaluasi dan 
pelaporan pemeliharaan

40 Unit 5 unit 20 unit 10 unit 5 unit sekretariat

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA DEPOK

Drs. ZAMROWI, M.Si
NIP. 19660607 198601 1 005

Nilai SAKIPMeningkatkan 

Kapasitas dan 

Pengendalian Internal

71,5 (BB)
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Meningkatnya 

Kinerja Ruas Jalan 

yang Berkeselamatan

V/C Ratio 0,70

2 PROGRAM PENYELENGGARAAN 
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 
(LLAJ)

kecepatan  rata-rata melaksanakan kajian kinerja ruas jalan, koordinasi 
penataan simpang dan ruas jalan, monev andalalin, 
manajemen rekayasa lalu lintas, penyediaan dan 
pemeliharaan perlengkapan jalan, pengembangan 
angkutan umum

27 km/jam 27 km/jam 27 km/jam 27 km/jam 27 km/jam

Penetapan Rencana Induk Jaringan 
LLAJ Kabupaten/Kota

cakupan integrasi perencanaan transportasi survey, menganalisis dan membuat laporan perencanaan 
transportasi

100% 100% 100% 100% 100%

Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi 
Rencana Induk Jaringan LLAJ 
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan 
Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ 
Kabupaten/Kota

melaksanakan kajian dan telaah penilaian kapasitas ruas 
simpang jalan, kajian blackspot area, kajian kebutuhan 
perlengkapan jalan, kajian FS perlintasan sebidang

6 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen - Bidang Lalu Lintas

Penyediaan Perlengkapan Jalan di 
Jalan Kabupaten/Kota

persentase ketersediaan prasarana dan 
perlengkapan jalan

melaksanakan perencanaan, survey, pengadaan dan 
pemeliharaan serta pelaporan perlengkapan jalan

11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11%

Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan 
Kabupaten/Kota

Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 
yang Terbangun

melaksanakan survey lokasi, koordinasi aset, menyusun 
rencana biaya, pelaksanaan pembangunan halte, evaluasi 
kegiatan

1 Unit - - 1 Unit - Bidang Lalu Lintas

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan 
Kabupaten/Kota

Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 
yang Tersedia

melakukan survey lokasi dan biaya, pengadaan perlengkapan 
jalan, pemasangan dan pengawasan serta evaluasi kegiatan

250 Unit 50 Unit - 100 Unit 100 Unit Bidang Lalu Lintas

Rehabilitasi dan Pemeliharaan 
Prasarana Jalan

Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan 
Terpelihara

pemeriksaan kondisi halte, menyusun rencana biaya, 
pelaksanaan kegiatan rehabiliasi, serta pengawasan dan 
evaluasi kegiatan

10 Unit - - 2 Unit 8 Unit Bidang Lalu Lintas

Rehabilitasi dan Pemeliharaan 
Perlengkapan Jalan

Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi 
danTerpelihara

melaksanakan survey dan pemeriksaan ATCS, belanja 
komponen ATCS, pelaksanaan rehabilitasi serta pelaporan 
kegiatan

100 Unit 25 Unit 25 Unit 25 Unit 25 Unit Bidang Lalu Lintas

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan 
Kabupaten/Kota (PJU)

Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 
yang Tersedia

merencanakan kegiatan , melakukan survey lokasi, HPS, 
lelang PJU dan komponennya, pelaksanaan pekerjaan 
(Pengadaan) berdasarkan waktu yang ditetapkan, serta 
pengawasan dan evaluasi kegiatan

600 Unit - - - 600 Unit UPT PJU

Rehabilitasi dan Pemeliharaan 

Perlengkapan Jalan (PJU)

Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan 
Terpelihara

merencanakan kegiatan , melakukan survey lokasi, HPS, 
lelang PJU dan komponennya, pelaksanaan pekerjaan 
berdasarkan waktu yang ditetapkan (pemeliharaan dan 
rehabilitasi), serta pengawasan dan evaluasi kegiatan

5800 Unit 1000 Unit 1500 Unit 1500 Unit 1800 Unit UPT PJU

Pelaksanaan Manajemen dan 
Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan 
Jalan Kabupaten/Kota

Persentase titik pengawasan kemacetan mengatur petugas pengawasan lalu lintas, melaksanakan 
manajemen rekayasa lalu lintas, persiapan rapat dan bahan 
forum lalu lintas, pelaksanaan kegiatan, serta pelaporan dan 
evaluasi

65,5% 65,5% 65,5% 65,5% 65,5%

Pengawasan dan Pengendalian 
EfektivitasPelaksanaan Kebijakan 
untuk Jalan Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian 
Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan 
Kabupaten/Kota

1. penyusunan kontrak kerja, penandatanganan kontrak 
kerja, penyusunan jadwal pikel, pembayaran gaji dan laporan 
kegiatan. 2..Rapat persiapan dan koordinasi, penyusunan 
jadwal, mengundang narasumber, pelaksanaan penertiban 
dan sosialisasi 3. evaluasi kegiatan

12 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan Bidang Bimkestib

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

persiapan rapat, menyiapkan bahan rapat, menyiapkan 
undangan dan narasumber, pelaksanaan rapat, pembayaran 
honor rapat serta pelaporan kegiatan

11 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 5 Laporan 2 Laporan Bidang Bimkestib

Persetujuan Hasil Analisis Dampak 
Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan 
Kabupaten/Kota

Persentase Andalalin yang dikeluarkan penerbitan rekomendasi analisis dampak lalu lintas 100% 25% 25% 25% 25%

Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil 

Andalalin

Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi

Penilaian Hasil Andalalin

penerimaan permohonan andalalin, koordinasi dengan 
instansi terkait, pembahasan andalalin, persertujuan rekom 
andalalin, penerbitan rekom andalalin, monev andalalin

12 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan Bidang Lalu Lintas

Penerbitan Izin Penyelenggaraan 
dan Pembangunan Fasilitas Parkir

persentase rekomendasi yang dikeluarkan pengaturan petugas pengawasan parkir, koordinasi 
kerjasama perparkiran, pengelolaan aset perparkiran

100% 25% 25% 25% 25%

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan 

Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan 

danPembangunan Fasilitas Parkir 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan 

Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya 

Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

penetapan kebutuhan karcis, pengecekan gate parkir dan 
pengadaan karcis serta pelaporan kegiatan

12 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan Bidang Bimkestib

Penyediaan Angkutan Umum untuk 
Jasa Angkutan Orang dan/atau 
Barang antar Kota dalam 1 (satu) 
Daerah Kabupaten/Kota

load factor pengelolaan layanan angkutan umum 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

RENCANA AKSI DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025 (TEMATIK)

Waktu Pelaksanaan

NO
Urusan/Program/Kegiatan/ Sub 

Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Aksi TargetTARGET

INDIKATOR 

SASARAN RPJMD

SASARAN STRATEGIS 

RPJMD

CAPAIAN 

TRIWULAN

Unit Kerja

Target Triwulan
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Waktu Pelaksanaan

NO
Urusan/Program/Kegiatan/ Sub 

Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Aksi TargetTARGET

INDIKATOR 

SASARAN RPJMD

SASARAN STRATEGIS 

RPJMD

CAPAIAN 

TRIWULAN

Unit Kerja

Target Triwulan

Penyediaan Angkutan Umum untuk 

JasaAngkutan Orang dan/atau Barang antar 

Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang 

dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota yang Tersedia

1. merencanakan kegiatan, menunjuk konsultan, pelaksanaan 
kegiatan serta pelaporan kegiatan. 2. persiapan kegiatan 
sosialisasi, menyiapkan bahan sosialisasi, menyiapkan 
undangan dan narasumber, pelaksanaan sosialisasi serta 
pelaporan kegiatan 3. melakukan persiapan dan survey 
lokasi, penunjukan tim pendampingan pengamanan BTS, 
pelaksanaan dan pembayaran honor, serta evaluasi dan 
pelaporan kegiatan

1500 unit 1500 unit 1500 unit 1500 unit 1500 unit Bidang Angkutan

Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan 

Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang 

dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) 

Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan 

Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang 

dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

merencanakan kegiatan, menunjuk konsultan, pelaksanaan 
kegiatan serta pelaporan kegiatan

12 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan Bidang Angkutan

Penerbitan Izin Penyelenggaraan 
Angkutan Orang dalam Trayek 
Lintas Daerah Kabupaten/Kota 
dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota

rasio ijin trayek mendukung pengelolaan layanan perijinan angkutan 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan 

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam 

Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam 

SistemPelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara Elektronik

Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin 

Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek 

Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

melaksanakan layanan perijinan angkutan, pembuatan 
laporan serta evaluasi kegiatan

12 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit Bidang Angkutan

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan 

Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan 

Orang dalam Trayek Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan 

Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam 

Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota

melakukan persiapan dan survey lokasi, penunjukan tim 
pendampingan pengamanan BTS, pelaksanaan dan 
pembayaran honor, serta evaluasi dan pelaporan kegiatan

2 Laporan - - - 2 Laporan Bidang Angkutan

Pengelolaan Terminal Penumpang 
Tipe C

jumlah orang yang melalui terminal setiap tahun mendukung layanan terminal tipe C 5.600.000 

Orang

1.000.000 

Orang

2.100.000 

Orang

1.000.000 

Orang

1.500.000 

Orang

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal 

(Fasilitas Utama dan Pendukung)

Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang 

Direhabilitasi dan Dipelihara

merencanakan kegiatan, pembayaran gaji rutin dan listrik 
kantor, pengadaan kebutuhan kantor, serta evaluasi dan 
pelaporan kegiatan

1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit UPT Terminal

Pengujian Berkala Kendaraan 
Bermotor

Persentase kelayakan pengoperasian kendaraan 
umum

menunjang layanan pengujian kendaraan bermotor UPT 
PKB

95% 95% 95% 95% 95%

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian 

Berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan 

Bermotor yang Tersedia

melakukan rencana kegiatan, melakukan HPS, pelaksanaan 
pekerjaan berdasarkan waktu yang ditetapkan, serta evaluasi 
dan pelaporan kegiatan

15 Unit - 15 Unit - - UPT PKB

Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala 

Kendaraan Bermotor

Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala 

Kendaraan Bermotor

melakukan rencana kegiatan, mengusulkan permohonan 
pengadaan ke Kemenhub, pelaksanaan pekerjaan 
berdasarkan waktu yang ditetapkan, serta evaluasi dan 
pelaporan kegiatan

1 Dokumen - - 1 Dokumen - UPT PKB

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 

PengujianBerkala Kendaraan Bermotor

Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan 

Bermotor yang Terpelihara

melakukan rencana kegiatan, melaksanakan rekapitulasi 
perbaikan alat uji, mengusulkan kalibrasi alat uji, pelaksanaan 
pekerjaan , serta evaluasi dan pelaporan kegiatan

13 Unit - - - 13 Unit UPT PKB

Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian 

Berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian 

Berkala Kendaraan Bermotor

melakukan rencana kegiatan, pembayaran rutin dan listrik 
kantor, pengadaan kebutuhan kantor , serta evaluasi dan 
pelaporan kegiatan

12 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan UPT PKB

Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan 

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan 

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

 persiapan kegiatan sosialisasi, menyiapkan bahan sosialisasi, 
menyiapkan undangan dan narasumber, pelaksanaan 
sosialisasi serta pelaporan kegiatan

1 Laporan 1 Laporan - - - UPT PKB
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Waktu Pelaksanaan

NO
Urusan/Program/Kegiatan/ Sub 

Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Aksi TargetTARGET

INDIKATOR 

SASARAN RPJMD

SASARAN STRATEGIS 

RPJMD

CAPAIAN 

TRIWULAN

Unit Kerja

Target Triwulan

Meningkatnya 

Kinerja Ruas Jalan 

yang Berkeselamatan

V/C Ratio 0,70

3 PROGRAM PENGELOLAAN 
PERKERETAAPIAN

persentase ketersediaan perencanaan dan 
kebijakan perkeretaapian

penyusunan rancangan perwal Rencana Induk 
Perkeretaapian (RIP)

100%

Penetapan Rencana Induk 
Perkeretaapian

persentase ketersediaan perencanaan dan 
kebijakan pengelolaan perkeretaapian

penyusunan rancangan perwal Rencana Induk 
Perkeretaapian (RIP)

100% 100%

Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi 
Rencana Induk Perkeretaapian

Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan 
Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian

melakukan rencana kegiatan, koordinasi dengan berbagai 
pihak terkait , menyiapkan bahan, undangan dan narasumber, 
pelaksanaan penyusunan serta evaluasi dan pelaporan 
kegiatan

1 Dokumen - 1 Dokumen - - Bidang Angkutan

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA DEPOK

Drs. ZAMROWI, M.Si
NIP. 19660607 198601 1 005


	bb26c10ad77c4b5819b9d9facffc011ce0ebb30030e4248354cf436ac611632f.pdf
	f00f78ca5fcb69e383bbfb7e4c1fd8fa0c48cf808e8460c0cfde4381f674a239.pdf
	a035febb9cb302ba1077c8d8b981a13c0f17d5497d55c4e61eef8a8811d8be89.pdf

